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: a. brahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah ( JAMKESDA)

ardarlah Oenirf< bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan, Alat

kesehatan, ninrn habis pakai dan bantuan uang saku untuk

petugas penclamping bagimasyarakert miskin dan tidak mampu

iiund tidak termaluk 
-Kuota Jantkesmas, dalam rangka

nleiuluOfan p"t.yrnrn kesehatan yang menyeluruh bagi

nnarsyarakat nniskin;

b.b,alrwapela}isanaanpelayanankerlehatanbagimasyarakat
nniskin oaianr-Ftogt.* Jaminan Kersehatan Masyarakat.telah

dlitertapkan- ,elitui Peraturan Menteri Kesehatan

lrlotnor:5,03/Menkes/PERA//20lltentangPedoman
Pelaksanarn 

-Ptogtrm 
Jaminan Kerrlehatan Masyarakati-1T.

Pelaturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor: 25621

il[enkes/pgilXtfZOt 1 Tentang Pe,rtunjuk Tenkis Jaminan

Petsalinan.

c.brattwauntul<meningkatkanaksesdanmutupelayanan
kes;ehatan r;erta a[untabilitas, erfektifitas dan efisiensi

prengelolaan keuangan maka diparrrdang perlu menetapkan
peraturan Br,lpati te}tang Petunjuk'li'eknis-Pengelolaan Dana

[rpsrgr?m Jarriinan Kese[atan Daereirh di Puskesmas besertia

Jaringannya can RSUD Kasongan di l(abupaten Katingan;

d. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pracla huruf a,b dan c diatas perlu ditt,rtapkan dengan peraturan

Elullati.

: 1. l.JnrJang-undii:tng Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran fl,rg-r6 Republik lndonesiir Tahun 1992 Nomor 100,

l'arnbahan L'i:rribaran Negara Republik lndonesia Nomor 3a95);

2. [Jnijang-Undiang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

lGbupaten 
- 

Kitingan, Kabupaterl- .Seruyan'- KabuPaten

tiul<amara, tt"orpJten Lamandau, IGbupaten Gunung Mas,

Kabupaten ljulang pisau, Kabuparten lvlurung Ray3 d"l
l(alrupaten BaritJ Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

(Lembaran r.ilgrra Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 18

tanrbahan Lern[aran Negara Republik: lndonesia Nomor 4180);

I



3. Llndang-Undang Nomor 17 Tahur,r 2003 tentang Keuanganr

Irlegara (LermbJran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lefrbaran lrlegara Republik lndonesiia Nomor 42E6);

4. Llndang-urrdang Nomor 1 Tahun 2ila4 tentang Perbendaharaan

hlegari (Lr:,mbiran Negara Tahun 20A4 Nomor 5, Tambahan

Lefrbaran Ll,legara nepuutir lndone*;ia Nomor a355);

5. Llndang-Urrdang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan

F,engel6laaL,rn Ian Tanggung .,liawab Keuangan Neg?9
(t-eriOaran Negara RepuOiif lndonesia Tahun 2004 Nomor 66,

i'ambahan Leribaran Negara Repulrlik lndonesia Nomor 4400);

6. Llndang- undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan

Eraerali (Lr:rmbaian Negara Repulblik lndonesia Tahun 2044

Nlomor 12$, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

lrlomor 44'.i7) sebagaimana telalr diubah dengan undang-

Ltndang Ngmor a Tlnun 2005 tentang Peraturan Pemerintah

Fengglnti Undang - Undang Nonnor 3 Tahun 2005 tentang

F,eribahan Atas iJndang - Undapg Nomor 32 Tahun 2004

ttlntangPemerintahanDaerahmenjadiUndang.Unda.ng
1l-emUiran Negara Republik lndonersia Tahun 2005 Nomor 108,

iambahan Leribaran i.l"g"t" Nomr:rr 4548), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

F,erubahan kedua Atai Undang-UnrJang Nomor 32 Tahun 2004

t*ntang p,tmliintanan Daerah (L.embaran .Negara Re.publik

Irrdone-sia'l'ahun 2008 Nomor 8 Tiambahan Lentbaran Negara

Flepublik Indonesia Nomor 4844;

7. Llndang-Urrdang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

K,euangan antaia Pemerintah Puseut dan Pemerirrtahan Daerah

(l-embiran ruejara Republik lndonr:sia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Leribaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

8'L|ndang-UlndangNomorl2Tahunr20lltentangPembentukan
F,eraturan peiuriOang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Irrdonesia 
-;'ahun 2011 Nomor 82, ]-ambahan Lenrbaran Negara

Flepublik lndonesia Nomor 5fi4);

g. F,eraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

F,embagiarr Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

F,emerintarran Daerah Provinsi dan Pemerinttahan Daerah

h.abupaten/Kota (Lembaran Negara Republik. lndonesia Tahun

2AO7 Nonroi 
-8), 

Tambahan Lrilmbaran Negara Republik

Ittdonesia lrlomor 4737);

10. F'eraturan Daerah Nomor 3 Tahun 200s tentang Pembagian

Llrusan Pemerintahan yang menjarrci Kewenangan Pemerintah

F,abupaten Katingan 1[embaran Daerah Kabupaten Katinganr

J'ahun 200,i) Nomor 3);

11. F)eraturan lDaerah Nomor 5 Tahurr 2oo8 Tentang organisasil

t)an Tata i(eria Dinas Daerah Kabr.tpaten Katingan ( Lembarant

[)aerah Kabufiaten Katingan Tahunr 2008 Nomor 5 )
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srebagaimarna telah diubah dengan Perda l,{o. 3 Tahun 2011

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dagrah Kabupaten

Katingan ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun

2t111 Nomcr 3 );

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor :

5rl3/Menkes/PERA//2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Jaminan Kesehatan Masyarakat;

II'IEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETTATURAN BUPATI KATTNGAN TENTANG PETUNJUK
TEI(NIS PEIIGELOLAAN DANA PROGRAM JAMIhIAN

KES}EHATAN DAERAH (JAMKESDA} KABUPATEII KATINGAN

TAlluN 2012.

BAB I

KII::TENTUAN UMUM

Paeal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang diunaksud dengan :

1. pemerintahan Daererh adalall penyelenggaraan urrusan pemerintahan oleh
pemerintah Daerah rjan DPRID menurut asas otononni dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonolni seluas-luasnya dalam. sistem dcrn prinsip Negara Kesatuan

neilrou( lnrJonesia sebagaimanra dimaksud dalam Unclang-Undang Dasar Negara

Republik lnclonesia Trahun 194{t.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemet'intahan Daerah.

3. Dewan perwakilan lRarkyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
perwakilan Rakyat t)aerah Kabupaten Katingan sebriag?i unsur penyelenggara

pemerintah rdaerah.

4. Bupati adalerh Bupati lGtingan'

5. Sekretaris Baerah erdalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan'

6. Dinas adalah Dinas Krssehatan l(abupaten Katingan'

7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang

memungkinkan setiiap orang hidup produktif secara sosiiirl dan ekonomis.

g" Upaya Kesehatan arlalah setiap kegiatan untuk mernelihara dan menegakkan

kesehatan yang dilalktrkan oleh pemerintah dan aturan masyarakat'

g. Jaminan Kesehatap l)aerah yang selanjutnya disebut ,JAMKESDA adalah jaminan

kesehatan I pemuiayaan bagi rnisyara(at yang tidak nrampu yang tidak termasuk

kuota JAMKESMAS.

1o.RSUD adalah Runnah sakit Llmum Daerah yang berada di Kasongan sebagai

lbukota KabuPaten Kartingan.

11, puskesmas adalal"r lDusat Kesehatan Masyarakat yiirng berada di Kecamatan

Wilayah KatluPaten Kiatingan.

12.Dana JAMKESDA aclalah biaya Jaminan Pelayanan l(esehatan bagi masyarakat

yang tidak mampu yarrg tidak termasuk dalam JAMKESIVIAS.
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13.SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah /

Kades dan diketahui oamat setenrpat dimana dia tinggal'

14.Arat kesehatarn dan b*han habis pakai adarah arat atiiru bahan untuk tindakan

p"l"V"nan dan perawatirn pasien tingkat lanjutan

l5.Bantuan uang saku adarlah: bantuan berupa uang untuk p'etugas yang rnendamping
- 

*"itu merujuir pasienr 1., fasilitas, kesehatan tingkat lanjut'

16.Klaim adalah permolrotlan pemhrayarantiaya jaminan ;:elayanan kesehatan dari

puskesmas clan atau RSUD XtpLOa Tim Pengelola vnelalui Dinas Kesehatan

KabuPaten Katingan.

BAB II

KEBIJA1KAN OPERASIONAL

Pasal 2

(1) JAMKESDA adalah progrSm bantuan sosial untuk perlayanan kesehatan bagi

masyarakat misrin oan riiOar ,.tt prling tidak terdaftar dalam JAMKESMAS'

(2) Pada hakikatnya pelayanan 
. 
kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi

tanggung jawail O"n Oil,ift"n"f"n-U"i""ma oleh Pemerin'tah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

(3) pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikarrr kontribusi sehingga

menghasilkan pelayarralr yang opltimal'

(4) Penyelenggaraan peliayranan keselhatan terhadap masyararkat miskin mengacu pada

prinsiP:

a. Dana amanat dan nirlaba denllan pemanfaatan sematia-m?ta untuk peningkatan

derajat kesehatan miasyarakat nniskin'

b. Menyeluruh sesuiai dengan standar petayanan medllk yang cost efektif dan

rasional.

c. Pelayanan terstru}rtur, berjenjang dengan portabilitas durn ekuitas.

d. TransParan dan akulttabel'

(5) Penyelenggaraan pellay'anan kesri:rhatan mgliputi alat kesehatan dan bahan habis
'-' pakii khGlsnya untuli pelayanan tingkat lanjutan.

(6) Dengan ditetapkanyar Peraturan Elupati.inidiha.rapkan pelayanan kesehatan dasar

di Puskesmas'lebin berdaya guna dan bertrasil guna khusuts dalam upaya

meningkatkan status kasehatanlln"asvararat m'6rin dengarn prinsip transparansi

dan akuntabilitas.

BAB III
KlEPESERTAAN

Paeal 3

(1) Masyarakat miskin Kabupaten Katingan .berdasarkan data berjunrlah 53'114

jiwa,sementana kuota jermkLsma. h"nyiUu,iuTlqh 52'96it jiwa' Selisih antara kuota

Jamkesmas dengan data ,r,"yrrit"t histin terselrut merupakan peserta

Jamkesda.

(2) Bagi masyamkat misl<in yary berada diluar kuota atau tidak masuk dalam

peraturan Bupati maka pembiayaan iesenatan akan dibebankan pada Pemerintah

Kabupaten Katingan mr:lalui JAMKESDA'



(3) Bagi bayi yang terlahir dari lkel,rarga peserta JAMI(IESMAS otomatis menjadi
'-' p"!"rt jnUfXglSOA dan bila rrnembutuhkan pelayananr kesehatan dapat langsung

diberikan.

(4) Hak kepesertaan clinyatakan trilang ter!'padap peserta Jamkesda yang meninggal

dunia.

.]TEMPAT 
DA,IN P

BAB IV
ROSEDUR PELAYII\NAN

(1)
(2)

Pasql 4
Rawat Jalan, Raw,at lnap Tirngkat Peftama dan Ravuat Tingkat Laniutan

(1) Tempat pelayanan rarryat jalan clan g*rt inap tingkat pertama pesertra JAMKESDA:

a. Puskesmas Perawatan dan lrlon Perawatan
b. Puskesnras Kelilinll
c. Puskesmas Pembatntu
d. Pos Kesehatan Desa/Polinders
e. Pos UKBM 

,

(2) Tempat pelayanan rarnrat tingkat lanjutan Peserta JAMKIESDA :

a. RSUD Kasongan
b. RSUD dr. Muriani liamPit
c. RSUD Dr. Doris Sylvanus Pa:langka Raya'
d. RSU Ulin Baniannasin

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

(1) Dana Program JAMIGSDA brerasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belania
'-' dr""rrn tApgo) kgbupaten Katiingan yang dikeiola oleh tim pengelola JAMKESDA

Dinas Kesehatan Kabupaten Kaltingan'

(2) Dana Program JAMKE:SDA digurrnakan untuk pembiayaan pelayanaltesehatan'alat

kesehatan-, bahan habis pakai-dri:rn administrasi tim pengcilola JAMKESDA.

(3) Tim pengelola JAMK,ESDA dilbentuk oleh kepala Diriras Kesehatan Kabupaten

Katingan.

Pasal 5
Prosedur PelaYanan

Peserta JAMKESDA rlirawat di lkamar kelas lll (bangsal).

Aagi p"r"rta JAMKI;SDA yarrg membutuhkan pelay'anan kesehatan termasuk

i"nirt tingkat lanjutan harus se,iuai alur rujukan dan membawa SKTM yang telah

Jitanoata-ngani oieir l(epala De sa / Lurah dan Camat tempat berdomisili, kecuali

datam keaclaan ernergency (gawat darurat) diberikanr waktu 2 x 24 jam untuk

mengurus SKTM'
(;) Feselrta .tRtr,tkesOR yang lberobat ke Puskesmas dan jaringannya cukup

membawa SKTM yanrg diiandatanganioleh Kepala Desiir / Lurah seternpat.

(4) peserta JAMKES-Drn 
-yang 

mermbutuhkan pelayanan rawat inap di Puskesmas
perawatan, SIC;M ya'ng oiandatangani Kades / Lurah dan diketahui oleh Camat

tempat berdomisili.

,,.,1
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(4) Dana Program JAMKESDA ser:agal.mana dimaksud av'at (1) disalurkan melalui

Sekretariat Daerah Kabupaten (atingan, 
. 
selanjutnya diserahkan kepada Tim

pengelola .tamiesOa l)inas Kesehatai Kabupaten Kat1nrgan dengan makanisnre

sebagai berikut:

a. Tim PenLgelola menerima hrllaim dari Puskesmas ilnaupun RSUD Kason$an

sesuai d;;;.; rirnon Kabupaten Katingan No' 14 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasl Umtrm'

b.klaimatirsjasapelayananrclehPuskesmasataulllumahSakitkepadaTim
pengelota-llmt<el,ra dilengkilpi buktisyah bukti pelary'anall yang diberikan-

c. Tim Pengelola rnemverifikasiii bukti dan jumlah dana yang diklaim, selanjutnya

dibayar rnelalui Dirras Kesehatan'

(5) Peserta JAMKESDA yarng mendapat pelayanan-Rawat llrap dan dirujuk ke Rumah

Sakit lanjutan purUiu,r,"inya ditianggung oleh JAMKESDIA Kabupaten '

(6) Biaya Rujukan peserrtit JAMKE{}DA dan transport penrJamping ditarrggung oleh

JAMKESDA lGbuPatenr'

(7) Bantuan uang saku. Sretugas . 
pr=ndamping. rujukan res;mi peserta ''lampersal di

tanggung ohh Jamkesda-Kabrrpaten'Katingan sesuai dengan Peraturan yang

berlaku.

BAB VI
BESARA IN TARIF I PELAYANAN

Pasal T

Besaran tarif pelayanan Sreserta-JAMKESDA disesuaikan rcengan Peraturan Daerah

f,loroi, 14 Tdhun 2}ll tentang RetribusiJasa Umum'

a. Format I

b. Format ll

BAB VII
ADMINISTRASI PELAYANAN

PasallS
Iretncatatan rdan Pelaporan Kuniungan

(1)PencatatanhasilkegiatanpelayarnankesehatanProgran:tJAMKESDAbaikdidalam
maupun di luar gedung, yal-g- Oii"Ltrnrkan oleh Puskesmas dan Jaringannya

Oi."iat pada regisier klrusus JAN'IKESDA'

(2) Hasil pencatatan kegiiilan progmm JAMKESDA dari purskesmas dan jaringannya,

'-' dilakui<an dalam laponrn tersendiri' terdiridari :

: format laporan kepersertaan dan perndanaan peserta

jarmkesda crli puskesmas dan jaringarnnya'

: f<rrmat laporan i"ru"rrn 10 
-penyaltr:it 

terbanyak rawat jalan

dan rawat inap 
-peserta jamkesda di Puskesmas dan

jtrringannYa'

c. Format lrll , i itr"ri lafonanjumlah dan asaljenirsr penanganan keluhan

pur"tt, inmnfesoA di Puskesmas dan Jaringanrlya'



BAB VIII

KETENTUAN FERALIHAN

Paeal I

PadasaatKeputusanBupatiinimulaiber|aku.T3!:g.seluruhketentuanperaturan
tentang perayanan r<er,"hatan p,#F,ii'iir-.rAntresat dinyatakan *dak bertaku.

I

BAB D(

KETENTUANIPENUTUP
I

Pasal 10

Keputusan ini nrulai berlarku sejak langgal ti..lanuari 2a12 sampai dengan tanggal 31

Desember zolzdengain retentuan il;Eir" diiemudian rrari terdapat kekeliruan datam

penetapanny" nr"t'i[un di ubah Orii Oipe6hiki sebagai muna mestinnya'

DitetaPkan di Kasongan
pada tianggal e Alri\ rott

Diundangkan di KasongPtt
pada tanggal q APt eou-

TAT'EI- I.ADJU

(oorooH KAEur)ATEN KI\T'NGANiTAH,N 2012 ,'loMoR " 'n'

]IIUPATI KATINGAN

DUWEL RAWNG

SEKRET'\RIS


